
 

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050 – 821 - 2022 
 

TENTANG 

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 

 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah, perlu menyusun dan menetapkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2023, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 dalam bentuk kalender dan kegiatan penyusunan 

perencanaan tahunan Provinsi Sumatera Barat; 

  b. bahwa penyusunan kalender dan kegiatan pokok Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah lingkup 

Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Kalender Dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat Dalam Penyusunan Dan Penetapan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045;  

 

 



 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6806); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 



 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran 

Daerah Tahunan;  

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021 - 2026; 

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemberian Hibah; 

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  

KESATU  : Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat Dalam Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, 

lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  :  Kalender dan Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU merupakan Kalender dan Kegiatan Pokok untuk 

periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 November 2022 sampai 

dengan 31 Desember 2023.  

KETIGA  :  Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU menjadi pedoman bagi :  



 

 

a. Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan 

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Tahun 2023; 

b. Perangkat  Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat  Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat  Daerah Tahun 2023; dan 

c. Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045. 

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

         

Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 14 November 2022                                                                      

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

 
 

MAHYELDI 

 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat; 
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

 

 



 

 

LAMPIRAN I  : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
  NOMOR      : 050 – 821 - 2022 

  TANGGAL : 14 November 2022  
  TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN 
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

 

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN  RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 
 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan Penyusunan RKPD 
2024 

Pasal 73 dan 74 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 a. Penyusunan dan 
Penetapan Keputusan 
Gubernur tentang 
Pembentukan Tim 
Penyusunan RKPD 2024 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 b. Orientasi mengenai RKPD 
2024 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 c. Penyusunan Agenda Kerja 
Tim Penyusunan RKPD 
2024 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 d. Penyiapan data dan 
informasi perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 e. Kick Off Meeting 
Penyusunan RKPD 2024 

 
                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD 
Tahun 2022 pada Triwulan III 
dan IV  

Bab IV Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

3. Rancangan Awal RKPD Tahun 
2024 

Pasal 75 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 a. Penyusunan Rancangan 
Awal RKPD Tahun 2024 
dengan melakukan 
penyelarasan terhadap 
RPJMD, RKP dan Program 
Strategis Nasional dan 
Pedoman Penyusunan 
RKPD 

Pasal 75 dan 77 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 b. Rapat Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
untuk penyusunan RKPD 
Tahun 2024 

Pasal 313 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 c. Konsutasi Publik terhadap 
Rancangan Awal RKPD 
Tahun 2024 

Pasal 80 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 d. Penyempurnaan 
Rancangan Awal RKPD 
Tahun 2024 berdasarkan 
hasil Konsultasi Pubik 

Pasal 81 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 e. Pengajuan Rancangan 
Awal RKPD Tahun 2024 ke 
Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah oleh 
Bappeda 

Pasal 82 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 
dalam Penyusunan RKPD 
2024 

Ayat 2 dan 3 Pasal 78 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                                                                

 a. Permintaan Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD dalam 
penyusunan RKPD 2024 
oleh Gubernur 

Ayat 2 Pasal 78 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 b. Sosialisasi Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD dalam RKPD 

Permendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2024 Informasi Pemerintahan 
Daerah 

 c. Input Kamus usulan 
permasalahan di SIPD oleh 
Bappeda 

Permendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah 

                                        

 d. Penyampaian secara 
tertulis Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD kepada 
Gubernur cq. Kepala 
Bappeda dan entri Pokok-
Pokok Pikiran DPRD di 
SIPD serta validasi Pokok-
Pokok Pikiran DPRD oleh 
Sekretariat DPRD 

Ayat 3 Pasal 78 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 e. Penelahaan dan Validasi 
Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD oleh Bappeda 

- Pasal 178 dan Bagian B.8. 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

- Permendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah 

                                        

 f. Penelahaan dan Validasi 
Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD oleh Perangkat 
Daerah 

- Pasal 178 dan Bagian B.8. 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

- Permendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah 

                                                                                

 g. Penelahaan dan Validasi 
Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah 

- Pasal 178 dan Bagian B.8. 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

- Permendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah 

                                        

5 Perencanaan dan 
Penganggaran Hibah dalam 

Pergub Nomor 18 Tahun 
2021 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

RKPD 2024 

 a. Penyampaian usulan Hibah 
kepada Gubernur melalui 
SKPD terkait  

- Pasal 13 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                          

 b. Verifikasi admnistrasi dan 
faktual oleh SKPD 
terhadap usulan Hibah 

- Pasal 14 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                         

 c. Penyampaian rekomendasi 
tertulis dari SKPD kepada 
TAPD melalui Bappeda 

- Pasal 15 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                         

 d. Bappeda melakukan 
rekapitulasi usulan hibah 
berdasarkan rekomendasi 
SKPD serta melakukan 
sinkronisasi dengan 
Progam, kegiatan, sub 
kegiatan SKPD serta 
Prioritas Pembangunan 
Daerah terhadap 
rekomendasi usulan Hibah 
dari SKPD 

- Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
Pergub Nomor 18 Tahun 
2021 

                                        

 e. Pertimbangan TAPD 
terhadap rekomendasi 
usulan Hibah dari SKPD 
berdasarkan Prioritas dan 
kemampuan keuangan 
daerah 

- Pasal 16 ayat (3) Pergub 
Nomor 18 Tahun 2021 

                                        

 f. Penyampaian hasil 
Pertimbangan TAPD 
kepada SKPD pemberi 
rekomendasi usulan Hibah 
untuk dientrykan ke 
program, kegiatan, sub 
kegiatan di SIPD 

- Pasal 16 ayat (4), (5) dan 
(6) Pergub Nomor 18 
Tahun 2021 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6.  Perencanaan dan 
Penganggaran Bantuan 
Keuangan Khusus (BKK) 
APBD Tahun 2024 

Peraturan Gubernur Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

 a. Penyusunan dan 
Penetapan Keputusan 
Kepala Daerah tentang 
Program Prioritas dan 
Program Unggulan sebagai 
Arah Kebijakan Alokasi 
Bantuan Keuangan Khusus  

Pasal 8 Peraturan Gubernur 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

 b. Penyampaian usulan BKK 
dari Bupati/Wali Kota ke 
Gubernur melalui BPKAD  

Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
Gubernur Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

 c. BPKAD menghimpun dan 
melakukan sinkronisasi 
serta penetapan alokasi 
BKK oleh TAPD dalam 
RKPD 

Pasal 14 Peraturan Gubernur 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

7. Persiapan Penyusunan 
Rancangan Awal Renja 
Perangkat Daerah 

Pasal 82 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                                                                 

 a. Penyusunan rancangan 
keputusan Kepala Daerah 

Pasal 125 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

tentang pembentukan tim 
penyusun Renja Perangkat 
Daerah 

 b. Orientasi mengenai Renja 
Perangkat Daerah 

Pasal 125 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 c. Penyusunan agenda kerja 
tim penyusun Renja 
Perangkat Daerah 

Pasal 125 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017                                         

 d. Penyiapan data dan 
informasi perencanaan 
pembangunan Daerah  

Pasal 125 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017                                         

 e. Evaluasi Pelaksanaan 
Renja Tahun 2022 pada 
Triwulan III dan IV 

Pasal 128 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017                                         

8. Penyusunan Rancangan Awal 
Renja Perangkat Daerah  

Pasal 82 dan 126 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                                                                

 a. Penyusunan rancangan 
awal berdasarkan Renstra 
Perangkat daerah,hasil 
evaluasi Renja Perangkat 
Daerah tahun lalu dan 
evaluasi Renja Perangkat 
Daerah tahun berjalan 

Pasal 126 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 b. Penyempurnaan 
rancangan awal Renja 
Perangkat Daerah 
berdasarkan Surat Edaran 
Kepala Daerah tentang 
pedoman penyempurnaan 
Rancangan Awal Renja 
Perangkat Daerah 
berdasarkan : 
- sasaran dan prioritas 

pembangunan Daerah 
- program dan kegiatan 

Perangkat Daerah 
disertai indikator dan 
target kinerja serta pagu 

Pasal 83, pasal 84 dan pasal 
130 Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
indikatif 

 c. Forum Perangkat Daerah Pasal 84 ayat (2), pasal 136 
dan pasal 137 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

9. Penyusunan Rancangan Renja 
Perangkat Daerah 

Pasal 84 ayat (3) dan pasal 
131 Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 a. Penyempurnaan 
Rancangan Awal Renja 
Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil Forum 
Perangkat Daerah 

Pasal 84 ayat (3) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

 b. Penyampaian Rancangan 
Renja Perangkat Daerah 
kepada Gubenur melalui 
Bappeda untuk diverifikasi 

Pasal 84 ayat (4) dan pasal 
132 ayat (1) Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 c. Verifikasi rancangan Renja 
Perangkat Daerah oleh 
Bappeda 

Pasal 84 ayat (5), pasal 132, 
pasal 135 dan pasal 135 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

10. Penyusunan Rancangan 
RKPD 

 
                                                                                

 a. Penyempurnaan 
Rancangan Awal RKPD 
Provinsi berdasarkan hasil 
verifikasi rancangan Renja 
Peragkat Daerah dan 
penelahaan terhadap RKP 
dan program strategis 
nasional 

Pasal 85 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 b. Pengajuan Rancangan 
RKPD Provinsi kepada 
Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah untuk 
memperoleh persetujuan 
Rancangan RKPD dan 
Pelaksanaan Musrenbang 
Provinsi, dan disertai 

Pasal 86 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                                                                



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Konsep surat Edaran 
Gubernur kepada Bupati/ 
Walikota tentang 
penyelarasan prioritas 
pembangunan dan jadwal 
Musrenbang RKPD 
Provinsi 

 c. Penyampaian Surat Edaran 
Gubernur kepada 
Bupati/Wali Kota tentang : 
- Rancangan RKPD 

Provinsi (sasaran dan 
prioritas pembangunan 
Daerah, serta arah 
kebijakan 
pembangunan 
kewilayahan 
kabupaten/kota lingkup 
provinsi) 

- jadwal  pelaksanaan 
musrenbang RKPD 
Provinsi 

Pasal 87 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                                                                

11. Pelaksanaan Musrenbang 
RKPD Provinsi Tahun 2024 

Pasal 90 – 93 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 dan 
Point D.2.3 Lampiran 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 a. Persiapan dan Publikasi 
pelaksanaan Musrenbang 
RKPD Provinsi  

Point D.2.3 Lampiran 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 b. Pelaksanaan Pra 
Musrenbang dan 
Musrenbang RKPD 
Provinsi 

Pasal 90 – 93 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 dan 
Point D.2.3 Lampiran 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 c. Penyampaian dan 
Kesepakatan Hasil 
Musrenbang RKPD 

Point D.2.3 Lampiran 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Provinsi kepada DPRD, 
Perangkat Daerah Provinsi 
dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota serta 
publikasi hasil musrenbang 
kepada masyarakat  

12. Penetapan Peraturan 
Gubernur tentang SSH, SBU, 
ASB dan HSPK untuk TA. 
2024 

Pasal 97 ayat (1), ayat (5) 
dan ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 

                                                                                

13. Sosialisasi Peraturan Gubernur 
tentang SSH, SBU, ASB dan 
HSPK untuk TA. 2024 

Pasal 97 ayat (1), ayat (5) 
dan ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 

                                                                                

14. Penetapan Proyeksi Keuangan 
Tahun 2024 untuk TA. 2024 

Pasal 156, pasal 157 dan 
pasal 158 Permendagri 
Nomor 86 tahun 2017 

                                                                                

15 Penyusunan Rancangan Akhir 
RKPD Provinsi 

 
                                        

 a. Perumusan Rancangan 
Akhir RKPD Provinsi 
berdasarkan hasil 
Musrenbang RKPD 
Provinsi 

Pasal 100 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 b. Penyampaian Rancangan 
Akhir RKPD kepada 
Sekretaris Daerah dan 
dibahas oleh seluruh 
Kepala Perangkat Daerah 

Pasal 101 Ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                                                                 

 c. Penyempurnaan 
Rancangan Akhir RKPD 
berdasarkan pembahasan 
dengan Perangkat Daerah 
dan Penyusunan 
Rancangan Perkada 
tentang RKPD 2024 

Pasal 102 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 d. Verifikasi Rancangan Akhir 
Renja Perangkat Daerah  

Pasal 140 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017                                         



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 e. Reviu Rancangan Akhir 
RKPD oleh APIP 

Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan 
Reviu Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Anggaran 
Daerah Tahunan dalam 
Proses Penyusunan APBD 
pada lampiran Permendagri 
Nomor 10 Tahun 2018 

                                        

 f. Penyempurnaan 
Rancangan Perkada 
tentang RKPD berdasarkan 
hasil reviu APIP 

Pasal 102 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                                                                

16. Rancangan Perkada tentang 
RKPD Provinsi 

 
                                        

 a. Penyampaian Rancangan 
Perkada tentang RKPD 
kepada Menteri melalui 
Dirjen Bina Bangda untuk 
difasilitasi 

Pasal 102 ayat (2) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

 b. Fasilitasi Rancangan 
Perkada tentang RKPD 
oleh Kemendagri 

Pasal 102 ayat (3) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 c. Penyempurnaan 
Rancangan Perkada RKPD 
berdasarkan hasil Fasilitasi 
oleh Kemendagri 

Pasal 102 ayat (6) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

17. Penetapan RKPD Tahun 2024 Pasal 103 dan 104 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

18. Penyampaian Perkada tentang 
RKPD Tahun 2024 ke 
Kemendagri 

Pasal 103 ayat (1)  
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

19. Penetapan Renja Perangkat 
Daerah Tahun 2024 

Pasal 142 Permendagri 
86/2017 

                                        

 a. Reviu Rancangan Akhir 
Renja Perangkat Daerah 
oleh APIP 

Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan 
Reviu Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Anggaran 
Daerah Tahunan dalam 
Proses Penyusunan APBD 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

pada lampiran Permendagri 
Nomor 10 Tahun 2018 

 b. Perbaikan Rancangan 
Akhir Renja Perangkat 
Daerah berdasarkan hasil 
Reviu oleh APIP 

Permendagri Nomor 10 
Tahun 2018 

                                        

 c. Penetapan Perkada 
Penetapan Renja 
Perangkat Daerah  

Pasal 142 Permendagri 86 
Tahun 2017                                         

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

 

 

MAHYELDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN II  : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
  NOMOR      : 050 – 821 - 2022 

  TANGGAL : 14 November 2022  
  TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN 
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

 

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penyusunan Rancangan 
Perubahan RKPD 2023 

Pasal 343 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

 a. Pelaksanaan Evaluasi 
RKPD Tahun 2023 pada 
Triwulan II  

Pasal 343 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 b. Penyampaian Perubahan 
Proyeksi Keuangan Daerah 
Tahun 2023 oleh BPKAD 
termasuk saldo tahun 2022 
yang harus digunakan 
pada tahun 2023 
berdasarkan audit BPK 

Pasal 343 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 c. Perumusan rancangan 
akhir berdasarkan hasil 
evaluasi RKPD dan 
proyeksi keuangan 

Pasal 348 ayat (1), 349 dan 
350 Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 d. Penyusunan Surat Edaran 
Gubernur tentang tentang 

Pasal 351 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

pedoman penyusunan 
perubahan Renja 
Perangkat Daerah 

2. Perencanaan dan 
Penganggaran Hibah dalam 
Perubahan RKPD 2023 

Pergub Nomor 18 Tahun 
2021                                         

 a. Penyampaian usulan Hibah 
kepada Gubernur melalui 
SKPD terkait  

- Pasal 13 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                          

 b. Verifikasi admnistrasi dan 
faktual oleh SKPD 
terhadap usulan Hibah 

- Pasal 14 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                         

 c. Penyampaian rekomendasi 
tertulis dari SKPD kepada 
TAPD melalui Bappeda 

- Pasal 15 Pergub Nomor 18 
Tahun 2021                                         

 d. Bappeda melakukan 
rekapitulasi usulan hibah 
berdasarkan rekomendasi 
SKPD serta melakukan 
sinkronisasi dengan 
Progam, kegiatan, sub 
kegiatan SKPD serta 
Prioritas Pembangunan 
Daerah terhadap 
rekomendasi usulan Hibah 
dari SKPD 

- Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
Pergub Nomor 18 Tahun 
2021 

                                        

 e. Pertimbangan TAPD 
terhadap rekomendasi 
usulan Hibah dari SKPD 
berdasarkan Prioritas dan 
kemampuan keuangan 
daerah 

- Pasal 16 ayat (3) Pergub 
Nomor 18 Tahun 2021 

                                        

 f. Penyampaian hasil 
Pertimbangan TAPD 
kepada SKPD pemberi 
rekomendasi usulan Hibah 
untuk dientrykan ke 
program, kegiatan, sub 

- Pasal 16 ayat (4), (5) dan 
(6) Pergub Nomor 18 
Tahun 2021 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

kegiatan di SIPD 

3. Perencanaan dan 
Penganggaran Bantuan 
Keuangan Khusus (BKK) 
Perubahan APBD Tahun 2023 

Peraturan Gubernur Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

 a. Penyampaian usulan BKK 
dari Bupati/Wali Kota ke 
Gubernur melalui BPKAD  

Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
Gubernur Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

 b. BPKAD menghimpun dan 
melakukan sinkronisasi 
serta penetapan alokasi 
BKK oleh TAPD dalam 
Perubahan RKPD 

Pasal 14 Peraturan Gubernur 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban 
Serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Keuangan 

                                        

4. Penyusunan Rancangan 
Perubahan Renja Perangkat 
Daerah Tahun 2023 dan 
disampaikan ke Bappeda untuk 
diverifikasi 

Pasal 352 ayat (4) dan (5) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

5. Verifikasi Rancangan 
Perubahan Renja Perangkat 
Daerah oleh Bappeda  

Pasal 352 ayat (2) dan (3) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

6. Reviu Rancangan Perubahan 
RKPD Tahun 2023 oleh APIP 

Tabel I.2 Jadwal Pelaksanaan 
Reviu Dokumen Perencanaan 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pembangunan dan Anggaran 
Daerah Tahunan dalam 
Proses Penyusunan 
Perubahan APBD 
Permendagri Nomor 10 
Tahun 2018 

7. Penyampaian Perbaikan 
Rancangan Perubahan Renja 
Perangkat Daerah berdasarkan 
hasil verifikasi ke Bappeda  

Pasal 352 ayat (7) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

8. Penyusunan Rancangan Akhir 
Perubahan RKPD Tahun 2023 

Pasal 353 dan 354 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

9. Rancangan Perkada tentang 
Perubahan RKPD Provinsi 

 
                                        

 a. Penyampaian Rancangan 
Perkada tentang 
Perubahan RKPD kepada 
Menteri melalui Dirjen Bina 
Bangda untuk difasilitasi 

Pasal 354 ayat (2) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

 b. Fasilitasi Rancangan 
Perkada tentang 
Perubahan  RKPD oleh 
Kemendagri 

Pasal 354 ayat (3) dan ayat 
(4) Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 c. Penyempurnaan 
Rancangan Perkada 
Perubahan RKPD 
berdasarkan hasil Fasilitasi 
oleh Kemendagri 

Pasal 354 ayat (6) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

10. Penetapan Perkada tentang 
Perubahan RKPD Tahun 2023 

Pasal 355 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

11. Penyampaian Perkada tentang 
Perubahan RKPD Tahun 2023 
ke Kemendagri 

Pasal 355 ayat (1) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

12. Rancangan Akhir Perubahan 
Renja Perangkat Daerah 

 
                                        

 a. Penyusunan Rancangan 
Akhir Perubahan Renja 

Pasal 363 dan pasal 364 
Permendagri Nomor 86 

                                        



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

NOV DES JAN FEB MAR APR MEI  JUN JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perangkat Daerah 
berdasarkan Perkada 
tentang Perubahan RKPD 
dan disampaikan ke 
Bappeda untuk diverifikasi 

Tahun 2017 

 b. Verifikasi Rancangan Akhir 
Perubahan Renja 
Perangkat Daerah 

Pasal 365 dan pasal 366 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 c. Reviu Rancangan Akhir 
Perubahan Renja 
Perangkat Daerah oleh 
APIP 

Tabel I.2 Jadwal Pelaksanaan 
Reviu Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Anggaran 
Daerah Tahunan dalam 
Proses Penyusunan 
Perubahan APBD 
Permendagri Nomor 10 
Tahun 2018 

                                        

 d. Perbaikan rancangan akhir 
Perubahan Renja 
Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil verifikasi 
Bappeda dan reviu APIP 

Pasal 365 ayat (4) dan ayat 
(5) Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017                                         

13. Penetapan Perkada tentang 
Perubahan Renja Perangkat 
Daerah 

Pasal 367 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017                                         

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

 

 

MAHYELDI 

 

 



 

 

LAMPIRAN III  : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
  NOMOR      : 050 – 821 - 2022 

  TANGGAL : 14 November 2022  
  TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN 
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2025-2045 
 

 

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2023 

MAR APR MEI  JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelaksanaan Evaluasi RPJPD 
2005-2025 

Pasal 249 Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 

                                        

2 Persiapan Penyusunan 
RPJPD 2025-2045 

 
                                        

 a. Penyusunan dan 
Penetapan Keputusan 
Gubernur tentang 
Pembentukan Tim 
Penyusunan RPJPD 2025-
2045 

Pasal 17 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 b. Orientasi mengenai RPJPD 
2025-2045 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 c. Penyusunan Agenda Kerja 
Tim Penyusunan RPJPD 
2025-2045 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 d. Penyiapan data dan 
informasi perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Pasal 73 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         



 

 

No KEGIATAN POKOK ACUAN 

KALENDER 

TAHUN 2023 

MAR APR MEI  JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 e. Kick Off Meeting 
Penyusunan RPJPD 2025-
2045 

 

                                        

4 Rancangan Awal RPJPD 2025-
2045 

 
                                        

 a. Penyusunan Rancangan 
Awal RPJPD 2025-2045 

Pasal 19 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 b. Rapat Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
dalam penyusunan RPJPD 
2025-2045 

Pasal 21 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017 

                                        

 c. Konsutasi Publik terhadap 
Rancangan Awal RPJPD 
2025-2045 

Pasal 22 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 d. Penyempurnaan 
Rancangan Awal RPJPD 
2025-2045 

Pasal 22 ayat (5) 
Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017 

                                        

 e. Pengajuan Rancangan 
Awal RPJPD 2025-2045 
kepada Menteri untuk 
dikonsultasikan 

Pasal 82 Permendagri Nomor 
86 Tahun 2017                                         

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

 

 

MAHYELDI 
 


